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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc209527878]Latar Belakang
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Indonesia mengandalkan beberapa sektor seperti penerimaan negara yang bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, hingga penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri. Namun salah satu yang menjadi sumber pendapatan terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan perlu dioptimalkan (Latofah & Harjo, 2020). Dalam kaitannya dengan optimalisasi penerimaan, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan. Salah satu bentuk kepatuhan yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilihat dari apakah SPT telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau belum, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Yasin, 2021). Kepatuhan pelaporan ini bukan hanya mencerminkan kesadaran wajib pajak, melainkan juga berkontribusi langsung terhadap stabilitas fiskal dan keberlangsungan keuangan negara.
Stabilitas penerimaan pajak menjadi indikator penting keberlangsungan fiskal, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban formal seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya penurunan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,21 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan 30 April 2025, jumlah WP OP yang melaporkan SPT hanya mencapai 12,99 juta, menurun dari 13,15 juta pada periode yang sama tahun 2024. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan kelonggaran berupa perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam sistem kepatuhan pajak nasional yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal apabila tidak segera diatasi (Firdaus, 2025).
Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak harus melihat celah-celah potensi yang perlu dioptimalkan. Belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya kelompok Pekerja Bebas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh orang pribadi yang memiliki keahlian tertentu dan tidak terikat hubungan kerja, seperti dokter praktek, pengacara, arsitek, konsultan, akuntan, conten creator dan pekerjaan sejenis lainnya (Fitriya, 2021). Berbeda dengan pegawai yang sebagian besar kewajiban perpajakannya dipotong langsung melalui sistem withholding tax, pekerja bebas dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri, mulai dari penghitungan penghasilan kena pajak, penyetoran, hingga pelaporan pajak.
Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berasal dari sektor industri dan pertambangan, tetapi juga oleh peningkatan aktivitas jasa serta profesi mandiri yang beragam. Pertumbuhan ekonomi ini turut mendorong peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya kelompok pekerja bebas yang bergerak di berbagai bidang profesi seperti kesehatan, hukum, akuntansi, dan jasa konsultansi. Seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja bebas tersebut, potensi penerimaan pajak dari kelompok ini juga semakin besar. Namun demikian, kepatuhan pelaporan pajak, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, masih menjadi isu yang memerlukan perhatian. Berikut adalah data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir
[bookmark: _Toc208875333][bookmark: _Toc208958384][bookmark: _Toc208958503]tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar dan yang Melaporkan Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir
	Tahun
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas
	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT
	Tidak Melaporkan Pajak

	2022
	514
	181
	333

	2023
	541
	199
	342

	2024
	556
	192
	364


Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Samarinda Ilir,2025

Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari tahun 2022 terdapat 514 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, selanjutnya di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 541 orang, kemudian pada tahun 2024 juga terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yaitu sebanyak 556 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang berprofesi sebagai pengacara, konsultan hukum, arsitek, dokter praktik dan bebrapa profesi serupa. Bertambahnya jumlah wajib pajak tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pelaporan SPT yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan penerimaan pajak dapat dihimpun sesuai ketentuan serta mencerminkan integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak pekerja bebas menjadi faktor strategis dalam pengelolaan pajak yang efektif. Berikut adalah data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan terlambat selama periode 2022 hingga 2024.
[bookmark: _Toc208875334][bookmark: _Toc208958385][bookmark: _Toc208958504]tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Melaporkan SPT Tepat Waktu dan Terlambat di KPP Pratama Samarinda Ilir
	Tahun
	SPT Pekerja Bebas Tepat Waktu
	SPT Pekerja Bebas Terlambat
	Presentase Tepat Waktu

	2022
	150
	31
	82,87%

	2023
	178
	21
	89,45%

	2024
	175
	17
	91,15%


Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Samarinda Ilir,2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu oleh WPOP pekerja bebas mengalami peningkatan persentase dari tahun ke tahun, yaitu dari 82,87% pada tahun 2022 menjadi 91,15% pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah wajib pajak yang melaporkan secara terlambat menunjukkan tren penurunan, dari 17,13% pada 2022 menjadi 8,85% pada 2024. Meskipun demikian, jumlah total wajib pajak yang melaporkan SPT masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak pekerja bebas yang terdaftar.
Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran wajib pajak (tax Awareness) dalam memenuhi kewajibannya seperti mendaftarkan wajib pajak, menghitung pajak, membayar atau menyetorkan pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 
Menurut Yuliana et al (2023) dalam (Neyla et al., 2022) kesadaran yang dimaksud adalah bukan sekedar membayar pajak, tetapi wajib pajak juga sadar bahwa wajib pajak berperan penting untuk membantu pembangunan. Kesadaran wajib pajak (tax awareness) berarti kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa harus mengungkit-ungkit seberapa yang sudah wajib pajak bayar dan yang sudah di terima.
Menurut Widodo (2010) dalam (Neyla et al., 2022) moralitas pajak (Tax Morale) merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri yang mendorong individu untuk membayar pajak. Etika dan moralitas menjadi acuan dalam berperilaku yang mengarah kepada sikap sadar sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat cenderung tidak merasa senang membayar pajak. Namun, mereka mau melakukannya karena pajak sudah menjadi bagian dari budaya dan norma yang diterima, karena mencerminkan tanggung jawab terhadap negara.
Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, kebijakan fiskal dan dukungan layanan administrasi pajak turut memengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya tepat waktu. Kemudian dari sisi internal, faktor seperti kesadaran wajib pajak (tax awareness) dan motivasi moral (tax morale) berperan penting dalam mendorong kepatuhan pelaporan. Kesadaran pajak yang tinggi membuat wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta menyadari peran pajak dalam pembangunan, sehingga mendorong kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan (Latofah & Harjo, 2020). Demikian pula, moral pajak berperan sebagai faktor psikologis yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam melaporkan penghasilan, bahkan tanpa adanya tekanan atau pengawasan yang ketat dari otoritas pajak. Kedua faktor ini diyakini berperan penting dalam menciptakan kepatuhan pelaporan pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Namun, dalam lingkup wajib pajak orang pribadi pekerja bebas masih terdapat keterbatasan penelitian yang mencoba untuk memahami sejauh mana tax morale dan tax awareness berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak.
Penelitian mengenai tax morale dan tax awareness terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas menjadi relevan, mengingat kelompok ini memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena pekerja bebas harus menentukan sendiri apakah mereka akan melaporkan dan memenuhi kewajiban pajaknya atau tidak. Kondisi ini menjadikan kepatuhan pelaporan pajak sebagai aspek yang penting, sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis perpajakan melalui peningkatan moral dan kesadaran perpajakan pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas.
Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak seperti yang dilakukan oleh  Hamim (2019) menunjukkan bahwa Tax Awareness dan Tax Morale baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Penelitian oleh Maulida & Syakura (2024) juga menunjukkan bahwa tax morale dan tax awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan. Demikian juga penelitian oleh Ade dkk (2021) mengemukakan bahwa Tax Awareness, Tax Morale dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Andriani (2023) juga menunjukkan Tax Morale, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di One Pesantren On Product Jawa Timur. Serta penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zueda Anggara & Ayu Chairina Laksmi (2023) mengemukakan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, Sementara itu tax morale menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax morale dan tax awareness terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi penelitian, penulis memilih topik ini untuk dibahas dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Tax Morale dan Tax Awareness terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda”.
1.2 [bookmark: _Toc209527879]Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Tax Morale berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda?
2. Apakah Tax Awareness berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda?
1.3 [bookmark: _Toc209527880]Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda 
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Tax Awareness terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda 
1.4 [bookmark: _Toc209527881]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa teori yang digunakan mampu memperkuat adanya keterkaitan antar variabel yang diteliti. Melalui teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya individu dalam melaporkan kewajibannya didorong oleh motivasi tertentu yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan teori yang relevan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:
a. Bagi KPP Pratama Kota Samarinda
Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi KPP Pratama Samarinda untuk dapat memastikan kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan memberikan edukasi, pengawasan, dan bantuan yang tepat sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan
b. Bagi pemerintah 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan cara memotivasi serta memperkuat kepercayaan wajib pajak, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah.








[bookmark: _Toc209527882]BAB II 
KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc209527883]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc209527884]Theory of Planned Behavior
Theory of planned behavior adalah sebuah teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia bagi mereka (Bangun et al (2022). Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam Theory of Reasoned Action dijelaskan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku (behavioral intention) terbentuk dari dua faktor utama, yaitu sikap individu terhadap perilaku (attitude toward behavior) dan tekanan sosial atau norma subjektif (subjective norm) (Ajzen, (1991) dalam Maulida & Syakura, (2024). Sementara itu, Theory of Planned Behavior menyempurnakan teori sebelumnya dengan menambahkan satu variabel baru yang berperan penting, yaitu perceived behavioral control atau persepsi mengenai kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya. 
Menurut ajzen (1991) dalam Maulida & Syakura (2024) menjelaskan Perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah niat, yakni bagaimana sejak awal individu berniat untuk bertindak. Dalam konteks perpajakan, hal ini terlihat dari pilihan wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, faktor internal tetap menjadi penentu utama perilaku individu, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan maupun sanksi. Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.
Menurut Mustikasari (2007) dalam (Susanti Merry, Dewi Sofia, 2017) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:
1. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).
Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menegaskan bahwa niat (intention) menjadi faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu perilaku, termasuk kepatuhan dalam pelaporan pajak. Niat tersebut terbentuk dari tiga keyakinan utama. Pertama, behavioral beliefs, yaitu keyakinan wajib pajak mengenai manfaat maupun konsekuensi dari pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Keyakinan positif akan mendorong terbentuknya sikap yang mendukung kepatuhan pelaporan. Kedua, normative beliefs, yakni persepsi wajib pajak terhadap harapan orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, rekan kerja, atau Masyarakat yang menimbulkan dorongan sosial untuk melaporkan pajak. Ketiga, control beliefs, yaitu persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan pelaporan, misalnya terkait ketersediaan fasilitas e-filing, pemahaman regulasi, dan pelayanan dari otoritas pajak. Ketiga aspek ini berinteraksi membentuk niat, yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.
2.1.2 [bookmark: _Toc209527885]Kepatuhan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas 
Menurut (Huda et al., 2020) dalam (Ramadhan, 2023) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sistem self-asessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia menyebabkan kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak berfungsi lebih sebagai pengawas dan pengendali jalannya sistem tersebut. Kondisi ini menjadikan kepatuhan pelaporan sebagai salah satu tantangan utama, terutama bagi wajib pajak orang pribadi terkhusus pekerja bebas karena tidak semua wajib pajak bersedia melaporkan pajaknya secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maulida & Syakura, 2024).
Kewajiban pelaporan pajak bagi pekerja bebas seringkali lebih kompleks dibandingkan karyawan. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan pencatatan atau pembukuan secara mandiri, kemudian melaporkannya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jika pencatatan tidak dilakukan dengan baik, besar kemungkinan pelaporan menjadi tidak akurat atau bahkan terlambat. Inilah yang menyebabkan kepatuhan pelaporan pekerja bebas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak karyawan.
Menurut Atarwaman (2020) dalam (Anastasia et al., 2022) indikator kepatuhan pajak diukur dengan instrument yang terdiri dari kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak antara lain: 
1. Kepatuhan mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
4. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan
Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak (Muliasari & P. E. Setiawan, 2011) dalam (Maulida & Syakura, 2024). Berikut beberapa indikatornya, yaitu:
1. Wajib Pajak mendaftarkan diri dengan sukarela
2. Wajib Pajak mengisi formular SPT dengan benar dan jelas
3. Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar
4. Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu
5. Wajib Pajak melakukan pelaporan kewajiban perpajakan
6. Wajib Pajak tidak pernah menerima surat teguran
2.1.3 [bookmark: _Toc209527886]Tax Morale 
Tax Morale merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan sebagai pelengkap dalam mengukur tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Menurut (Andriyani, Sitawati, & Subchan, 2018) dalam (Ramadhan, 2023) Tax Morale adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban, moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela. Moralitas dalam kepatuhan pajak tampak ketika wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab, bukan semata karena adanya keuntungan ataupun ancaman sanksi hukum. Partisipasi aktif masyarakat, disertai  pola pikir terbuka demi kemajuan negara, juga berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut (Sularsih & Wikardojo, 2021).
Menurut Cahyonowai dalam (Saputri, 2022) menjabarkan bahwa moral pajak  (Tax Morale) didasari oleh beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: 
1. Wajib pajak membayar pajak atas keinginan atau kemauan diri sendiri 
2. Wajib pajak selalu tunduk dan patuh dalam membayar pajak 
3. Wajib pajak patuh terhadap perpajakan atas kemauan sendiri.
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tax moral didasarkan pada pendapat (Rahayu, 2017) dan (Sularsih & Wikardojo, 2021) indikator moralitas adalah sebagai berikut: 
1. Melanggar etika
2. Rasa bersalah
3. Prinsip hidup
4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan


2.1.4 [bookmark: _Toc209527887]Tax Awareness
Menurut Faizah dalam (Saputri, 2022) Kesadaraan (Awareness) berasal dari kata sadar yang berarti yakin dan mengerti. Kesadaran juga dapat dimaknai sebagai keadaan ketika seseorang memiliki kendali penuh atas rangsangan internal maupun eksternal. Selain itu, kesadaran mencakup pula persepsi dan pemikiran yang secara samar disadari individu hingga akhirnya perhatiannya terpusat (Latofah & Harjo, 2020).
Selain itu, beberapa bentuk kesadaran pelaporan pajak (Tax Awareness) menjadi salah satu faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pertama, pemahaman bahwa pelaporan pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara mendorong wajib pajak orang pribadi pekerja bebas untuk melaporkan SPT secara tepat waktu. Kedua, kesadaran bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerimaan negara, membuat wajib pajak lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Ketiga, pemahaman bahwa sistem perpajakan berlandaskan hukum memperkuat keyakinan wajib pajak bahwa pelaporan pajak adalah tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan, sehingga mendorong mereka untuk patuh pada ketentuan yang berlaku (Maulida & Syakura, 2024)
Kesadaran wajib pajak memegang peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan prinsip self assessmen system. Tingkat kesadaran yang rendah dapat berakibat pada keterlambatan bahkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak. Menurut Rahayu (2010) dalam (Latofah & Harjo, 2020) Melaporkan atau bahkan membayar pajak bukanlah aktivitas yang semudah atau sesederhana memperoleh sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, karena dalam praktiknya sering melibatkan aspek emosional. 
Menurut Rahayu (2010), indikator dalam mengukur tingkat tax awareness (kesadaran wajib pajak) meliputi:
1. Kesadaran akan fungsi pajak
2. Kesadaran membayar pajak bukan karena paksaan
3. Kesadaran terhadap manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang
Menurut Nurkhin dkk (2018) dalam (Y Tanggu et al., 2021), Tax Awareness diartikan melalui indikator sebagai berikut:
1. Mengetahui pajak membangun bangsa
2. Mengetahui dampak bagi bangsa apabila lambat membayar pajak 
3. Sadar bahwa pajak berurusan dengan hukum dan dapat dipenjara 
2.2 [bookmark: _Toc209527888]Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan sejumlah referensi dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menemukan perbandingan sekaligus memperoleh sumber inspirasi baru. Referensi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaksanaan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:





[bookmark: _Toc208958436]tabel 2.1 Penelitian terdahulu
	No
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Habu dkk (2021)
	X1: Kesadaran Wajib Pajak
X2: Pemahaman 
Psak Emkm
X3: Relaksasi Pajak
Y: Kepatuhan Wajib Pajak 
	kesadaran wajib pajak dan relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman PSAK EMKM berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak


	2
	Ade dkk (2021)
	X1: Tax Awareness
X2: Tax Morale
X3: Sanksi Perpajakan 
Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Tax awareness, tax morale, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	3
	Hermi & Suko (2021)
	X1: Moralitas
X2: Kesadaran 
Y: Kepatuhan Wajib pajak
	Moralitas dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

	4
	(Indrawan & Larasati, 2022) 
	X1: Tax Morale
Y: Niat Patuh Calon Wajib Pajak 
	Tax morale secara simultan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM


	5
	Ratu dkk (2022)
	X1: Kesadaran Wajib Pajak
X2: Sanksi Perpajakan
X3: Kualitas Pelayanan
X4: Kewajiban Moral
Y: Kepatuhan Wajib Pajak 
	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

	6
	Dwi & Sri (2023)
	X1: Tax Morale
X2: Tax knowledge
X3: E-Tax System
Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Z: Sanksi Pajak
	Tax morale, Tax knowledge, E-tax system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak sebagai variabel moderating tidak memoderasi hubungan antara tax morale, tax knowledge dan e-tax system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di opop jatim.

	7
	Ramadhan (2023)
	X1: Persepsi Kemudahan E-Filing
X2: Tax Morale
X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Z: Kesadaran Perpajakan
	Tax Morale dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan, Persepsi Kemudahan E-Filling tidak berpengaruh secara signifikan. Kesadaran Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Persepsi Kemudahan E-Filling. Namun, Kesadaran Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Tax Morale dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	8
	Maulida & Syakura (2024)
	X1: Tax Morale
X2: Tax Awareness 
Y: Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan 
	Tax morale dan tax awareness memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan

	9
	Muhammad & Ayu (2024)
	X1: Kesadaran Wajib Pajak
X2: Tax Moral
X3: Pemahaman 
Keuntungan Pajak
Y: kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri 
	Kesadaran pajak dan pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; dan tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	10
	Neyla dkk (2025)
	X1: Pengetahuan Pajak
X2: Kesadaran Wajib Pajak
X3: Moralitas 
Pajak
Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Z: Budaya Pajak 

	Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan moralitas Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Budaya Pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara budaya pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025

2.3 [bookmark: _Toc209527889]Kerangka Konsep 
[bookmark: _Hlk208423321]Berdasarkan perspektif Theory of Planned Behavior, keyakinan serta kesadaran individu diyakini dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, pendekatan Theory of Planned Behavior merupakan metode yang dianggap relevan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas. Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
[bookmark: _Hlk208422573][bookmark: _Hlk208422574][bookmark: _Hlk208422582][bookmark: _Hlk208422583][bookmark: _Hlk208422584][bookmark: _Hlk208422585][bookmark: _Hlk208422586][bookmark: _Hlk208422587][bookmark: _Hlk208422588][bookmark: _Hlk208422589][bookmark: _Hlk208422590][bookmark: _Hlk208422591][bookmark: _Hlk208422592][bookmark: _Hlk208422593]Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior)
Control Beliefs
Kepatuhan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak
Normative Beliefs

Tax Morale
Tax Awareness







[bookmark: _h0kpyxyl0ktx]







Gambar 2. 1 Kerangka Konsep
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025



2.4 [bookmark: _Toc209527890]Pengembangan Hipotesis
2.4.1 [bookmark: _Toc209527891]Pengaruh Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas
Tax morale merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan tingkat motivasi intrinsik individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tax morale didefinisikan sebagai dorongan moral yang berasal dari rasa tanggung jawab individu untuk mendukung negara melalui kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan pajak (Torgler, 2007) (Maulida & Syakura, 2024). 
Berlandaskan Theory of Planned Behavior, dijelaskan bahwa perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, kesadaran dan keyakinan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dapat mendorong mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak (Y Tanggu et al., 2021).Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran dan dorongan moral yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamim, (2019) menunjukkan bahwa Tax Awareness dan Tax Morale baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Penelitian oleh Sularsih & Wikardojo (2021) menunjukkan bahwa Moralitas dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya oleh Ade dkk (2021) menunjukkan bahwa tax morale berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Syakura (2024) memberikan temuan yang mendukung bahwa tax morale berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut
H1: Tax Morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda
2.4.2 [bookmark: _Toc209527892]Pengaruh Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas
Kesadaran perpajakan yaitu sebuah sikap keyakinan dalam diri individu Wajib Pajak yang secara sukarela dan didorong dengan niat tulus untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Robiansyah et al., 2020). Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena dapat mendorong peran aktif mulai dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Habu et al., 2021). 
Berdasarkan Theory of Planned Behavior, kesadaran wajib pajak berhubungan erat dengan sikap individu dalam menilai dan merespons kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak tercermin dari kesungguhan serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut ditunjukkan melalui pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai kontribusi penting bagi negara, serta komitmen untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maulida & Syakura, 2024).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sularsih & Wikardojo (2021) menyatakan bahwa Tax Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak UMKM. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Anastasia et al (2022) menyatakan bahwa Tax Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. Selanjutnya, penelitian oleh Habu et al (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut.
H2:  Tax Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda
2.5 [bookmark: _Toc209527893]Model Penelitian 
Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan oleh penulis sebelumnya, msaka dapat digambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan model penelitian sebagai berikut:
Tax Morale 
(X1)
Tax Awareness (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
H1
H2









[bookmark: _ixzz8x8xzjtx]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025
[bookmark: _Toc209527894]BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 [bookmark: _Toc209527895]Definisi Operasional Variabel
Terdapat dua jenis variabel pada penelitian yaitu variabel dependen serta variabel independen. Berikut ini penjelasan dari masing-masing definisi operasional menurut peneliti. 
3.1.1 [bookmark: _Toc209527896]Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau muncul sebagai akibat dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas. Kepatuhan tersebut diartikan sebagai kesediaan dan kemampuan individu yang bekerja secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas (Muliasari & P. E. Setiawan, 2011) dalam (Maulida & Syakura, 2024) adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak mendaftarkan dirinya dengan sukarela.
2. Wajib Pajak mengisi formula SPT dengan benar dan jelas.
3. Wajib Pajak melakukan pelaporan kewajiban perpajakan
3.1.2 [bookmark: _Toc209527897]Variabel Independen (X)
Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen meliputi tax morale (X1) & tax awareness (X2).

3.1.2.1 Tax Morale (X1)
Tax morale merupakan dorongan moral yang berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak secara jujur (Ramadhan, 2023). Hal ini sangat relevan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas, yang memiliki otonomi lebih besar dalam melaporkan pajaknya secara mandiri, sehingga menuntut tingkat disiplin dan kepatuhan yang tinggi. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tax moral didasarkan pada pendapat (Rahayu, 2017) dan (Sularsih & Wikardojo, 2021) indikator moralitas yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Melanggar etika
2. Rasa bersalah
3. Prinsip hidup
3.1.2.2 Tax Awareness (X2)
Tax awareness memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku serta kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas dalam melaporkan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas mandiri secara benar. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya kesadaran individu terhadap kepatuhan pajak sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel tax awareness adalah sebagai berikut
1. Kesadaran akan fungsi pajak
2. Kesadaran untuk melapor pajak bukan karena paksaan
3.  Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang


[bookmark: _Toc208874577]tabel 3. 1  Pengukuran Variabel
	Variable
	Indikator
	Pertanyaan No.

	Tax Morale
	1. Melanggar etika.
2. Rasa bersalah
3. Prinsip hidup

	1
2,3
4

	Tax Awareness
	1. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang
2. Kesadaran akan fungsi pajak
3. Kesadaran untuk melapor pajak bukan karena paksaan
	5,6

7

8,9


	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas
	1. Wajib Pajak mendaftarkan dirinya dengan sukarela.
2. Wajib Pajak mengisi formula SPT dengan benar dan jelas.
3. Wajib Pajak melakukan pelaporan kewajiban perpajakan

	10

11,12

13,14


Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025


3.2 [bookmark: _Toc209527898]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc209527899]Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek/objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu (Sugiyono, 2023). Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah semua individu yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang berlokasi di Kota Samarinda. Seluruh data yang digunakan dalam studi ini merupakan data primer yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi dengan menggunakan kuesioner yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 556 jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir pada tahun 2024.
3.2.2 [bookmark: _Toc209527900]Sampel 
[bookmark: _Hlk208512134]Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai hasil pengamatan (Sugiyono, 2023). Penggunaan metode ini dimaksudkan agar sampel yang dipilih benar-benar mencerminkan karakteristik yang relevan dengan penelitian, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan sampel ini:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang telah memiliki NPWP
2. Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda
Dikarenakan begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan keterbatasan waktu peneliti ketika melakukan penelitian maka digunakanlah rumus Slovin. Berikut adalah cara menghitung jumlah sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin:
n = 
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
e2 = Batas toleransi kesalahan 10%
Berdasarkan rumus di atas, diperoleh data dari sampel ke populasi penelitian yaitu: 


Sehingga, jumlah sampel yang digunakan setalah dibulatkan sebesar 85 wajib pajak.
Dalam penelitian ini, digunakan skala Likert sebagai alat pengukuran data. Skala Likert digunakan untuk mengevaluasi pandangan dan pendapat individu atau kelompok terkait berbagai peristiwa sosial. Berikut adalah skala Likert yang digunakan dalam kerangka penelitian ini.
[bookmark: _pg4yd46jgqaw][bookmark: _Toc208874578]tabel 3. 2 Skala Likert
	Skala
	Pilihan Jawaban

	1
	Sangat Tidak Setuju (STS)

	2
	Tidak Setuju (TS)

	3
	Netral (N)

	4
	Setuju (S)

	5
	Sangat Setuju (SS)



3.3 [bookmark: _Toc209527901]Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 [bookmark: _Toc209527902]Jenis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka atau numerik (Sugiyono, 2023). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informasi yang dikumpulkan berdasarkan kriteria partisipan, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas, yang diperoleh melalui proses pengisian angket atau kuesioner.
3.3.2 [bookmark: _Toc209527903]Sumber Data 
Sumber data yang diterapkan dalam studi ini merupakan data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner dari subjek penelitian kepada wajib pajak orang pribadi Pekerja Bebas yang berlokasi di Kota Samarinda.
3.4 [bookmark: _Toc209527904]Metode Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui dua cara, yaitu:
1. Penyebaran kuesioner secara online menggunakan platform Google Form (gform).
2. Penyebaran kuesioner secara langsung (tatap muka) kepada responden.
Dalam kuesioner ini disertakan petunjuk pengisian untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban, serta tersedia pilihan jawaban yang telah disusun oleh peneliti. Kuesioner ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang berdomisili di Kota Samarinda.
3.5 [bookmark: _Toc209527905]Uji Instrumen Penelitian (Pilot Test)
Uji instrumen penelitian atau yang dikenal sebagai pilot test merupakan percobaan awal terhadap kuesioner guna mengetahui tanggapan responden. Tujuan pilot test adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian (Sugiyono, 2023). Pada tahap ini, tidak harus melibatkan populasi target yang sama dengan responden sesungguhnya, melainkan dapat dilakukan oleh individu yang memahami isi kuesioner. Selain itu, jumlah target yang mencukupi hanya sebesar 41,18% dari jumlah sampel penelitian. Pilot test dilakukan terhadap 35 responden, yang terdiri dari anggota keluarga dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah menempuh mata kuliah akuntansi perpajakan. Responden dipilih dari kalangan mahasiswa karena dianggap mampu memahami konsep tax morale dan tax awareness serta dapat mempresentasikan sebagai responden yang sebenernya. 
Peneliti telah menyebarkan kuesioner pilot test selama 4 hari terhitung dari tanggal 15 September hingga 18 September 2025 dengan menggunakan platform online yaitu melalui link google form. Dari 35 kuesioner yang telah disebar, semuanya telah dinilai layak untuk digunakan di dalam uji pilot test.
Pengujian validitas yang dilakukan melalui program SmartPLS 4 didapatkan hasil sebagai berikut:
tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas Variabel
	Variabel
	Item
	RHitung
	Kesimpulan

	

Tax Morale
	X1.1
	0.851
	Valid

	
	X1.2
	0.843
	Valid

	
	X1.3
	0.825
	Valid

	
	X1.4
	0.836
	Valid

	

Tax Awareness (X2)
	X2.1
	0.763
	Valid

	
	X2.2
	0.768
	Valid

	
	X2.3
	0.837
	Valid

	
	X2.4
	0.843
	Valid

	
	X2.5
	0.843
	Valid

	

Kepatuhan Pajak (Y)
	Y.1
	0.830
	Valid

	
	Y.2
	0.701
	Valid

	
	Y.3
	0.862
	Valid

	
	Y.4
	0.741
	Valid

	
	Y.5
	0.808
	Valid


Sumber: Hasil dioleh peneliti (2025)
Pengujian reabilitas dilakukan melalui program SmartPLS 4 dengan menggunakan rumus Cronbach's Alpha didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. 4 Hasil Uji Reabilitas Variabel
	No
	Variabel
	Cronbach's Alpha
	Keterangan

	1
	Tax Morale
	0.861
	Reliable 

	2
	Tax Awareness
	0.874
	Reliable

	3
	Kepatuhan Pelaporan Pajak 
	0.851
	Reliable 


[bookmark: _GoBack]Sumber: Hasil dioleh peneliti (2025)
3.6 [bookmark: _Toc209527906]Alat Analisis
3.6.1 [bookmark: _Toc209527907]Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan program SmartPLS versi 4.0. SmartPLS 4.0 memiliki kelebihan karena dapat digunakan meskipun jumlah sampel terbatas dan tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Namun, kelemahannya adalah tidak mampu menentukan signifikansi statistik secara pasti karena tidak menekankan distribusi data. Untuk mengatasi hal ini, digunakan metode resampling (bootstrapping). Baik model SEM dengan indikator formatif maupun reflektif dapat dianalisis menggunakan SmartPLS 4.0. Saat ini, salah satu metode analisis statistik yang banyak digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM), yang membantu mengevaluasi kemungkinan adanya hubungan antar variabel laten. Alasan penggunaan metode SEM berbasis PLS adalah karena sesuai untuk menguji sekaligus memprediksi hubungan antar variabel, dapat diterapkan pada sampel kecil, cocok untuk model penelitian yang teorinya masih berkembang, serta tidak mewajibkan distribusi data normal.
3.6.2 [bookmark: _Toc209527908]Teknik Analisis Data
3.6.2.2 Outer Model
Outer model merupakan model yang menjelaskan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel laten yang diukur. Selain itu, outer model juga menggambarkan keterkaitan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Beberapa uji yang dijalankan dalam konteks outer model mencakup:


1. Uji Validitas 
Uji validitas dalam penelitian bertujuan untuk menilai apakah kuesioner yang digunakan memiliki tingkat keabsahan yang cukup. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaannya mampu memberikan informasi yang sesuai dengan variabel yang diukur. Oleh karena itu, validitas bertujuan untuk menentukan apakah pertanyaan dalam kuesioner dapat benar-benar menggambarkan data yang dikehendaki, seperti yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2018). 
Proses pengujian validitas ini melibatkan beberapa tahap, yang akan diuraikan sebagai berikut:
a. Convergent Validity
Pengujian konvergensi dilakukan untuk menilai apakah setiap item tes mampu mengukur sejauh mana dimensi variabel terkait. Ketika nilai pembebanan luar (outer loading) untuk setiap indikator variabel melebihi 0,7, hal ini dianggap memenuhi standar validitas konvergensi dengan kualitas yang baik. Meskipun demikian, dalam konteks penelitian ini, nilai pembebanan antara 0,5 hingga 0,6 masih dianggap sesuai, sesuai dengan pandangan.
b. Discriminant Validity
Dengan melakukan perbandingan antara nilai pembebanan (loading) pada konstruk yang bersangkutan dan nilai pembebanan pada konstruk lain, maka kita dapat menilai apakah konstruk tersebut memiliki diskriminan yang efektif, yang tercermin dalam nilai faktor cross loading. Nilai cross loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2018).
c. Average Variance Extracted (AVE)
Salah satu uji lain yang digunakan untuk mengevaluasi validitas konstruk adalah melalui pengamatan nilai Average Variance Extracted (AVE), dengan kriteria bahwa setiap konstruk harus memiliki nilai AVE yang melebihi 0,5.
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Sebuah pengukuran dinyatakan reliabel apabila dapat dipercaya. Reliabilitas tercermin ketika hasil pengukuran menunjukkan akurasi dan konsistensi, di mana konsistensi tersebut menandakan bahwa hasil tidak akan mengalami perbedaan yang berarti apabila subjek yang sama diukur berulang kali. 
Reliabilitas dinilai menggunakan koefisien cronbach's alpha dan composite reliability. Cronbach's alpha menjadi acuan batas bawah reliabilitas suatu konstruk yang mencerminkan konsistensi jawaban individu. Jika nilai cronbach's alpha lebih dari 0,7, maka reliabilitas dianggap baik, namun nilai 0,6 masih bisa diterima. Di sisi lain, composite reliability digunakan untuk mengestimasi reliabilitas sebenarnya dan dianggap lebih akurat dalam menilai konsistensi internal konstruk. Jika nilai composite reliability > 0,7, maka dapat dianggap sebagai tingkat reliabilitas yang baik, meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Untuk menguji reliabilitas item, analisis dapat dilakukan dengan mengamati koefisien alpha melalui Reliability Analysis menggunakan SmartPLS Ver. 4.0. Selanjutnya, nilai cronbach's alpha dan composite reliability perlu diperhatikan untuk menilai reliabilitas keseluruhan item dalam suatu variabel.
3.6.2.3  Inner Model 
Inner model merupakan representasi formal yang menjelaskan hubungan antar variabel laten, atau dapat dikatakan sebagai pemodelan yang menggambarkan keterkaitan variabel laten berdasarkan teori substantif (substantive theory). Evaluasi inner model dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, di antaranya:
1. Uji path Coefficient (R-Square) 
Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Coefficient determinan (R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. (Ghozali, 2018) menyebutkan hasil R² menyebutkan sebesar 0.67 keatas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eskogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik (kuat). Sedangkan jika hasilnya sebesar 0.33-0.67 maka termasuk kedalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0.19-0.33 maka termasuk kategori lemah.
2. Pengujian Hipotesis
Pada penelitian ini, analisis model struktural dilakukan secara menyeluruh dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan Smart-PLS 4.0 untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai Path Coefficient pada uji inner model. Hipotesis dianggap valid jika nilai T-statistik melebihi 1,96 (tingkat signifikansi α 5%). Dengan kata lain, suatu hipotesis dapat dianggap sah atau terkonfirmasi jika,
a. Jika nilai T-statistik ˃1.96 dan p-values˂0,05 maka signifikan 
b. Jika nilai T-statistik ˂1.96 dan p-values˃0,05 maka tidak signifikan
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Samarinda, 2025
Perihal		: Permohonan menjadi Responden
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
	di tempat
Dengan hormat, 
Dalam rangka Menyusun tugas akhir (skripsi), sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1), maka dengan ini saya.
Nama		: Nadya Agustina
NIM		: 2201036021
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Universitas	: Mulawarman

Bermaksud untuk melakukan penelitiaan pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu. Adapun topik yang diangkat dalam penelitiaan ini adalah “Pengaruh Tax Morale dan Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Samarinda
Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisian, dengan lengkap dan jujur. Adapun tujuan dari penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan segala identitas yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. 
Atas Kerjasama dan kesdiaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih. 

Hormat Saya,


Nadya Agustina 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi dan memberi tanda check (✔) pada kolom yang telah disediakan di bawah ini.
2. Bacalah terlebih dahulu setiap butir pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner dengan cermat,
3. Beri tanda check (✔) pada kolom jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.
4. Satu pertanyaan dan pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban.
5. Pilihan jawaban yang tertulis
Keterangan
		STS	: (Sangat Tidak Setuju)
		TS	: (Tidak Setuju)
		N	: (Netral)
		S	: (Setuju)
		SS	: (Sangat Setuju)

1. IDENTITAS RESPONDEN
Nama 					: ……………………………

Priaa
Wanita

Jenis Kelamin				:
Usia					:		Tahun



Memiliki NPWP			: 
Ya
Tidak


Pekerjaan				: Pengacara
Akuntan 


Dokter





Arsitek













Lainnya




















Konsultan

Notaris

Seniman		









1. INDIKATOR VARIABEL TAX MORALE
Tax Morale merupakan dorongan penting untuk melaporkan dan membayar pajak yang berasal dari tanggung jawab moral terutama pada wajib pajak orang pribadi Pekerja Bebas untuk mendukung negara dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. 
	No.
	Item Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	        A. Pelanggaran Etika

	1
	Saya merasa melanggar etika jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan saya
	 
	 
	 
	 
	 

	        B. Perasaan Bersalah

	2
	Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan saya
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Saya merasa bersalah apabila melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah pendapatan (omzet) yang sebenernya
	 
	 
	 
	 
	 

	        C. Prinsip Hidup

	4
	Saya melanggar prinsip hidup jika melakukan kecurangan dalam perpajakan
	 
	 
	 
	 
	 









1. INDIKATOR VARIABEL TAX AWARENESS
Tax awareness sangat penting dalam memahami perilaku dan kepatuhan wajib pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi Pekerja Bebas dalam hal melaporkan pendapatan mereka dengan benar yang berasal dari aktivitas mandiri.
	No.
	Item Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	        A. Kesadaran Bahwa Pajak diatur Undang-Undang

	5
	Saya menyadari bahwa pajak dapat dipaksakan dan telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Saya menyadari bahwa melaporkan pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung oleh negara
	
	
	
	
	

	        B. Kesadaran akan Fungsi Pajak

	7
	Saya menyadari bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara
	 
	 
	 
	 
	 

	        C. Kesadaran untuk Melapor Pajak Bukan Karena Paksaan

	8
	Saya menyadari bahwa melaporkan pajak merupakan tindakan yang mencerminkan kesadaran saya akan tanggung jawab sebagai warga negara
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Saya dengan sukarela melaporkan pajak atas pendapatan (omzet) yang saya peroleh dengan keadaan yang sebenarnya
	 
	 
	 
	 
	 













1. INDIKATOR VARIABEL KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA BEBAS
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas merupakan kemampuan dan kewajiban individu yang bukan merupakan karyawan untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku dengan sungguh-sungguh dalam sistem perpajakan.
	No.
	Item Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	        A. Wajib Pajak Mendaftarkan Dirinya dengan Sukarela

	10
	Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak demi keteraturan administrasi perpajakan
	 
	 
	 
	 
	 

	        B. Wajib Pajak Mengisi Formulir SPT dengan benar dan jelas

	11
	Saya memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban mengisi SPT sebagai wajib pajak
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Saya percaya bahwa mengisi SPT dengan benar dan jelas dapat membantu mencegah masalah pajak di masa mendatang
	 
	 
	 
	 
	 

	        C. Wajib Pajak Melakukan Pelaporan Kewajiban Perpajakan

	13
	Saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Saya mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak
	
	
	
	
	 











image1.png
P =i A
&




